PUTUSAN
NOMOR 0875/Pdt.G/2015/PA.Sub.
ol sl A g

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

i Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
“perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian

antara:

Rohani binti Asum, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun
Bukit Tinggi RT.001 RW.011 Desa Dete, Kecamaian
Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Edi Saputra bin Murtala, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bukit
Tinggi RT.001 RW.011 Desa Dete, Kecamatan Lape,
Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat — surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

= Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30
November 2015 vyang telah terdaftar di Kepaniieraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor
0875/Pdt.G/2015/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut;
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- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perpisahan fempat tinggal sejak tahun itu juga sampai
sekarang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
namun tidak berhasil;

- Bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim menemukan beberapa indikater sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak
berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis
Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang
didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-
alasan tersebut felah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut
untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian
seperti tersebut diatas, serta selama persidangan berlangsung Penggugat tidak
memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan
perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut
dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk
mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian
daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan
dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggi! secara
resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir
dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat
dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan
putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan
Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk
kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan
Tergugat harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang
dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk
mengirimkankan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud,;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edi Saputra bin Murtala)

terhadap Penggugat (Rohani binti Asum),

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk

mengirimkan safinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk
didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal
05 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 24 rabiul Awal 1437 Hijriyah
oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, §.H., M.E.l. dan
A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

HM. M3Toah, S.H, MEL 7 H. Muhlis, S.H.
Hakim Anggota I,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.
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Panitera Pengganti,

/
/ s

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2, Proses :Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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